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Abstract

I offences to domestic workers’ rights. The research on the legal protecticn of women as
'.,* Cc workers (PRT) in indonesiar positive law is intended to cllow the legitimacy of women’s
= recognition and protection as domestic workers especially in Employment Act which is being
ed/amended at this time. The research was carried out by normative juridical approach. The
showed that the recogniticn of the rights of woimnen as domestic workers has not specifically
Wisted in the Act, given their status as workers in the informal sector, the sector is not
ZPFIIHEFLY, T ERTEEY (G T THDI EH t R e iy
,-:Ei?éj//”dvsz.?/'zf/’i/ﬂ/ﬁ”/é_’ﬁ/i’@”ﬂ’é’/ﬁfﬂ’ﬂé"df?f’f/(’rfﬂ/’ff[f'(’d’/?&’/f//{?t?ff//f/tff
7 such gs the Constitution, Law No 35, year 1999 cbout human Rights, Law no. 23
eaTmesdic vialerce/, and part of Law no. 17 of 2003 on #Manpower/employment. The
pet ed to approve and establish the Law on the Protection of domestic workers.

sstic workers, proteciion laws, informal sector
Abstrak

ran terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT). Penelitian tentang perlindungan
perempuan sebagai PRT dalam hukum positif Indonesia bertujuan agar perempuan
ah tangga mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya terutama
erjaan yang sedang direvisi saat ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara
it penelitian menunjukikan bahwa pengakuan terhadap hak-hak PRT selama ini
khusus dalam undang-undang, mengingat status mereka sebagai pekerja di
1 sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak diatur (unregulated) dan
tetapi tidak terdaftar (unregistered). Upaya hukum yang dilakukan perempuan
dengan hak-haknya menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain
Tahun 1999 (HAM), UU No. 23 Tahun 2004 (KDRT}), dan sebagian LU No. 13 Ta-
enagakerjaan. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan UU
1 Pekeja Rumah Tangga (UUPPRT).

ia rumah tangza, pertindungan hukurn, sector informat.

; bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini ditegaskan la-
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945  gi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa
"'Tiap-tiap warga negara ber- setiap orang berhak untuk bekerja serta menda-

an dan penghidupan yang layak pat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
g dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam

- ringkasan hasilNPeneiit:)an Higzag kenyataan di lapangan, para pekeria rumah
EEme yang didanai Dipa Unsri Nomor: 0700/023- & . : " .
2.A6I20%2 tanggal 9 Desermber 2011 dengan surat tangga (PRT) belum dan jarang disebhut sebagai
janiialn pelaksanag Pekerjaan Penelitian Hibah Fun- pekerja (workers), melainkan hanya sebagai
amental Unsri No. 0015/UN9.4.2/LK.UPL/2012 tanggal

1012 dengan judul: Aspek Perlindungan Hukum Terhagfap pembantu (helper). Pandangan masyarakat yang

';enaga Kerja Perempuan Sebagai Pembantu Rumah menganggap bahwa hubungan antara PRT de-
gga (Domestic Workers) Menurut Hukum Positif  oon majikan hanya sebagai hubungan yang ber-
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memp: asar bagi pemerintah untuk segera dengan tema sentral yang direfieksikan dalam
a dari un kerangka hukum untuk pengakuaan pﬁ-rmasala!'lan.3
PRT pada ariindungan bagi PRT. Jumlah wanita yang

anak- adi PRT, di Indonesia, cukup banyak dan Pembahasan
laki-laki. Pt radaannya sangat dibutuhkan, namun per-  Perlindungan Hukum terhadap Perempuan
mengakiba mgan terhadap profesi ini masih belum me- Sebagai PRT Menurut Hukum Positif Indonesia
" tidak da i, Ada aneka macam hubungan antara ang-
| Perempuan _ gota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbul-
Bl terl lahan kan oleh kepentingan anggota masyarakat. Ber-
i35, misaln Berdasark_an latar belakang tersebut, ada anekaragamnya hubungan tersebut mengakibat-
a yang asalahan yang dapat dirumuskan. Per- kan anggota masyarakat memerlukan aturan-
i pekeria 2. bagaimana pelaksanaan perlindungan ter- aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar
i sosial, eke D tenaga kerja perempuan sebagai PRT dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacau-
ip tentan menjamin hak-hak PRT dalam hukum posi- an dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga
i salah s3 ndonesia?; Kedua, faktor-faktor apa yang agar peraturan-peraturan hukum itu dapat ber-
persoal mbat pelaksanaan perlindungan hukum langsung terus dan diterima seluruh anggota
. Pada mas nadap tenaga kerja perempuan sebagai PRT masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum
k=cil, bahka Indonesia mengingat belum ada pengakuan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertenta-
ferjaan rum _ dap PRT sebagai tenaga kerja formal (bu- ngaan dengan asas-asas keadilan dari masyara-

_—— )? kat tersebut.*
masuk yan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 me-
t kebijak- =tode Penelitian ngatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.
 mereka de- Fenelitian ini merupakan penelitian yu- Ditegaskannrya Indonesia sebagai negara hukum
. cendery normatif dengan pendekatan perundang- tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketata-
‘adalah pem- ngan (statute agpproach) dengan spesifikasi negaraan sejak awal pendirian negara hingga se-
litian deskriptis analitis yaitu menggambar- karang. Narnun dalam praktek ketatanegaraan
i terhadag secara analisis masalah-masalah hukum ten- orang masih skeptis, apakah negara hukum itu
wlang. aga kerja perempuan sebagai PRT da- sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebab-
Gipr iigka pelaksanaan perlindungan hukum. kan di dalam praktek, pengertian yang menurut
rasa k skatan normatif merupakan penelitian ke- teori masih perlu dikaji dengan kenyataan vang
- 2an yaitu penelitian terhadap data sekun- hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.
m 4 2gai data utama yvang didukung dengan Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cita-
e tan empiris melalui wawancara secara cita universal mengenai negara hukum yang de-
m dengan pejabat di lingkungan Kota  mokratis sebagaimana diletakkan dalam konsti-
: %8, Bagian Hukum dan Perundang-un- tusi sering dilanggar bahkan bertentangan de-
e {ota Palembang, Dinas tenaga Kerja Ko-  ngan HAM. Seakan-akan negara hukum yang de-
regaa ibang, Polrasta Palernbang, Komnas Pe- mokratis ini hanya mitos saja yang belum par-

= serta Womens Crisis Centre (WCC) nah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.’

1 ‘ lembang. Data dianalisis secara kuali- Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kese-
m menggunakan metode analisis in- taraan merupakan sendi utama proses democ-
de kualitatif sebagai prosedur pene- kratisasi karena menjamin terbukanya akses dan

pertanggungiawaban sistematika peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak

logis sistematis susunan bab dan ;

. : o Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metcdologi Penelitian
= Ik menjawab Hatan dalam pemba Hukum Normatif, Maiang: Bayu Media Publishing, him.
Wi alahan yang dikemukakan selaras 297.

T i *  C.S.T. Kansil, 2011, Pengantar Nmu Hukum, Jjakar-
ta:Rineka Cipta, him. 36.
*  Dessy Artina, “Poltik Hukum Kesetaraan Gender di Indo-
. nesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 1 No. 1, Tahun 2010,
1 Pekanbaru: Universitas Riau, him. 48.
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Perlindungan hukum bagi perempuan se-
# PRT secara tegas diatur dalam hukum in-
@sional mendasar mengenai periindungan
#mpuan dari segala bentuk diskriminasi yaitu
likensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Wiminasi terhadap Wanita (Convention on
Elimination of All Forms of Discrimination
imst Wornen/CEDAW) yang telah diratifikasi
E2n UU No. 7 Tahun 1984 dikenal dengan
, i Perempuan. Kewajiban untuk menghi-
lian segala bentuk diskriminasi terhadap pe-
puan dalam bidang ekonomi dan ketenaga-
fifaan terdapat dalam Pasal 11 Konvensi CE-

\, perawatall
| t=rsebut sehs
“&wajiban tel
han primel
Il tanggungan
smah tanggi
= Bentuk (3
asuk dalan
Omisio
orang me
uat, karen
Orang-crang
adalah memu
ingga jika ia
' tersebut
nggungarn-
ruhan/ tidak

Publikasi Internasional Labour Organizati-
| ULO) memasukkan pekerja rumah tangga da-
im sektor ekonomi non formal. Berbeda de-
@n para pekerja yang berada dalam sektor
immal, mereka dilindungi oleh UU Ne. 13 Tahun
3 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi
Eout dijelaskan bahwa pernerintah menyata-
. majikan pekerja rumah tangga bisa tergo-
& “pemberi kerja” ia bukan badan usaha dan
#hz=n demikian bukan “pengusaha” dalam ar-
) Undang-undang Ketenagakerjaan.® Olen ka-
i #tu PRT dianggap tidak dipekeriakan oleh
Meusaha, mereka tidak diberikan perlindung-
M oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada
lEsarnya hubungan antara PRT dengan majikan-
umumnya hanya diatur berdasarkan keper-
an saja, berbeda dengan mekanisme hubu-
lgan kerja di sektor formal yang juga menyedia-
#n mekanisine penyelesaian sengketa di penga-
#an hubungan industrial.
~ Perly ditegaskan di cini, bahwa UU No.13
®hun 2003 tidak menjangkau perlindungan hu-
terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan
merundang-undangan nasional telah mengatur
memberikan perlindungan di bidang-bidang

mpuikan olel

yang di-
uan, ba-
ran hak

& umumnya
dari pa-
n besar
Ta alasan
| Cari sisi
| mereka
Zzh, bah-
‘sosial, ba-

B PRT ka- S : :

 peker ertentu, meski secara terpisah dan terbatas.
i =11an Berdasarkan hasil dengan Kepala B8i-
fini belum fSerdasarkan hasil wawancara g p

#ang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Pa-
lembang, bahwa PRT bukan buruh, karena me-
eka ditempatkan di rumah tangga bukan di per-
usahaan. Disnaker hanya mengawasi tenaga ker-

satu pro-

Sali Susiana, op.cit., him. 257.

(e R
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ja dalam sektor formal saja sebagaimana diten-
tukan dalam UU No. 13 tahun 2003.

Pertindungan terhadap PRT diberikan de-
ngan mengingat asas penghormatan hak asasi
manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlin-
dungan tersebut bertujuan untuk memberikan
pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan
PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtang-
gaan mempunyai nilai ekenomis, mencegah se-
gala bentuk diskriminasi, pelecenhan dan keke-
rasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT
dalam mewuiudkan kesejahteraan, mengatur
hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-ni-
lai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Ben-
tuk perlindungan hukum terhadap perempuan
sebagai PRT antara lain terdapat dalam: UUD
1945 Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 D, dalam Kon-
vensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang su-
dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia men-
jadi UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
Kon-vensi Hak Ekonecmii, Sosial dan Budaya,
KUHP, Ul No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang me-
ngatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang
sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa
diskriminasi, UU No. 23 Tahun 2004 tentang
KDRT dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kekerasan
dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuaii, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau pende-
ritaan secara fisik, selksual, psikologis dan atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan pemaksaan, perampasan ke-
merdekaan secara melawanr hukum dalam ling-
kup rumah tangge, kemudian dalam Pasal 2
ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa orang
yang bekerja membantu rumah tangga dan me-
netap dalam rumah tangga tersebut, sebagai-
mana huruf ¢ dipandang sebagai anggota keluar-
ga dalam jangka waktu tertentu selama berada
dalam rumah tangga yanag bersangkutan. Per-
lindungan hukum terhadap PRT terdapat juga
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ser-
ta Konvensi ILO No. 189 mengenai Keria Layak
Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pendorong
bagi pemerintah Indonesia untuk segera mem-
buat peraturan perundang-undangan yang nanti-
nya menjadi landasan yuridis perlindungan hu-
kum terhadap PRT tersebut.
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wang rendah. Pandangan stereotip

j p bahwa pekerjaan rumah tang-
=xerjaan yang tidak memerlukan ke-
idak profesional menyebabkan pe-

gai PRT mempunyai status sosial

f2h dan kurang dihargai. Pekerjaan ru-
lilga dianggap sebagai kodrati perempu-
g3 upah yang diterima oleh PRT juga
§h dibandingkan profesi lainnya. Me-
aro dan Smith, PRT tergolong sebagai
ktor informal, yaitu sektor yang ti-
ganisasi (unorgenized), tidak diatur
'2d), dan sebagian besar legal tetapi
faftar (unregistered). Ketiga faktor
kiang menjadikan profesi PRT memang
anisasi, tidak diatur dan ticak ter-

wom yang Dilakukan Perempuan PRT
i Mengalami Kekerasan Fisik, Psikis,
fan: Seksual.
hukum dalam memberikan perlin-
SCiotakan sebagai suatu sarana atau
untuk mengatur kewajiban dan hak-
% hukum. Hukum juga berfungsi seba-
men periindungan bagi subjek hukurm.
ikno Mertokusumo hukum berfungsi
serlindungan kepentingan manusia. *°
rumen hukum internasional tentang
nalc-hak perempuan sebagai FRT
ensi mengenai Penghapusan Segala
iminasi Terhadap Wanita atau yang
tengan CEDAW talah diratifikssi dengan
Tahun 1984 atau lebih dikenal dengan
Ferempuan. Konvensi tersebut telah
'," im Indonesia dan mengikat seluruh
ara Indonesia.
hak perempuan sebagai PRT walau-
"2 normatif sudah mendapat perlin-
: dalam sistem peraturan perun-
mgan nasional, namun pelanggaran
&8 melibatkan PRT masih sering terjadi
@umgan masyarakat. Kehadiran hukum

Op.Cit., him. 257.
Mahsin, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hu-
= Positif (Tinjauan HAN, Hukum Perdata dan Hukum
dama)”, Jurnal Varia Peradilan, Vol. X)(V1, No. 308 Ta-
Im 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan
W.RI, him. 10.

sebagai suatu yang sangat vital, seperti mem-
pertahankan kelangsungan hidup masyarakat
dan cara-cara melindungi masyarakat dari gang-
guan baik dari dalam maupun dari luar. Dengan
demikian hukum diterima dari sudut pandang
yang sangat luas, khususnya mengenai tempat
dan peranannya dalam masyarakat. Paradigma
sistem hukum yang diajarkan oleh Lawrence M.
Friedman terdiri atas 3 (tiga} komponen vyaitu
komponen struktural, komponen substansi dan
komponen budaya hukum.” Komponen struk-
tural merupakan bagian dari sistem hukum yang
bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk da-
lam komponen ini antara lain pembuat undang-
undang, pengadilan dan lembaga yang diberi
wewenang untuk menerapkan hukum serta lem-
baga vang diberi wewenang melakukan penin-
dakan terhadap pihak yang melanggar ketentu-
an hukum. Komponen substansi yaitu hasil kerja
nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil
ini berwujud hukum in concreto atau kaidah hu-
kum khusus dan kaidah hukum in absiracto atau
kaidah hukum umum. Budava hukum diartikan
keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mem-
pengaruhi hukum. Masyarakat harus mengetahui
interaksi antara hukum dengan fakter-faktor la-
innya dalam perkembangan masyarakat, teruta-
ma ekonomi dan sosial.

Setiap warga negara baik laki-laki mau-
pun perempuan mempunyai hak untuk bekeria.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945. Selain mempunyai hak yang sama
untuk bekerja, pekerija laki-laki dan perempuan
juga mempuyai hak upah yang sama dalarn pe-
kerjaan yang sama nilainya. Demikian juga pe-
rempuan sebagai PRT mendapat hak yang sama
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Peng-
aturan secara normatif terhadap pekerja rumah
tangga, berarti hukum sudah berfungsi sesuai
dengan tujuannya yaitu menciptakan ketertiban
dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalama
masyarakat harus dapat mencerminkan rasa
keadilan, karena hukum mengandung nilai-nilai
sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota ma-

" Rabiatul Syariah, “Keterkaitan Budaya Hukum Dengan
Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum Equality,
Vol. 13 No. 1, Tahun 2008, Medan: Fakultas Hukum USU,
him. 33.
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82 cara turut mengdakan perubahan-perubah-
unsial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu
@rakat yang sedang membangun." Hal ter-
It ditegaskan oleh Mohammad Koesnoe bah-
tidak terpisahkan dari masyarakat.
ghan dalam masyarakat ini sudah tentu
£ berpengaruh terhadap perkembangan
I daiam masyarakat, karena perubahan di
e hukum dapat mempengaruhi perkem-
B dalam masyarakat. Demikian juga peru-
m dalam mésyarakat dapat mempengaruhii
mbangan hukum yang terdapat dalam ma-
2t yang bersangkutan. Hukum sebagai kai-
al tidak lepas dari nilai (values) vang
W dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum
pakan pencerminan dari nilai-nilai yang
s dalam masyarakat. Hukum yang baik
8 Hukum yang hidup {the living law) dalam
Brakat, '¢ :

deu

Perlindungan hukum terhadap perempuan
3 PRT secara normatif dan umum sudah
' baik. Dalam konstitusi ULD 1945 dan per-
N perundang-undangan sudah secara jelas
lg=tur tentang hak-hak dan pelindungan pe-
2n antara lain: Pasal 27 ayat {1 ) dan (2},
@vat (1) dan (2, dalam UU No. 23 Tahun
Tentang Penghapusan Kekerasan Daiam
i Tangga (KDRT) Pasal 44, UU No. 39 Ta-
999 Tentang HAM, U No. 2% Tahun 2000
e Serikat Pekerja, serta Konvensi !LO No.
engenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tang-
pavensi tersebut walaupun belum diratifi-
ieh pemerintah indonesia, tetapi setidak-
#bagai faktor pendorong agar pernerintah
'_‘mengesahkan RUU PPRT tersebut.
Faktor-faktor yang menghambat pelaksa-
perlindungan hukum terhadap perempuan
2i PRT antara lain: dalam peraturan per-
i2-undangan baik tingkat nasional maupun
I masih banyak dijumpai ketentuan yang

Imi Rusli, “Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hu-
m Pancasila”, Jurnal llmu Hukum Pranate Hukum,
l. 6 No. 1, Tahun 2011, Bandar Lampung: Program
i Magister Ilmu Hukum PPS Universitas Bandar Lam-
e, him. 32-33.

e e ER r! /[

berpotensi menimbulkan diskriminasi yang me-
rugikan kepentingan perempuan, seperti karena
pengaruh hukum adat, hukum agama tertentu
dan pengaruh budaya patriarkhi yang berakibat
melemahnya kedudukan perempuan. Wilayah
kehidupan perempuan yang belum diatur seca-
ra khusus dalam peraturan perundang-undang-
an, mengakibatkan golongan mereka seringkali
ditindas hak-haknya dan mendapatkan perlaku-
an diskriminatif, serta belum dimasukannya se-
bagai pekerja sektor formal. Pandangan stereo-
tip yang menganggap bahwa pekerjaan rumah
tangga adalah pekerjaan yang tidak memerlu-
kan keahlian serta tidak profesional menyebab-
kan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status
sosial yang rendah dan kurang dihargai. Peker-
jaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati pe-
rempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT
juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya.
Selain itu, pekerja rumah tangga (PRT) tergo-
leng sebagai pekerja di sekitor informal, yaitu
sektor yang tidak terorganisasi (uncrganized),
tidak diatur (unregulated) can sebagian besar
legal, tetapi tidak tergaftar {(unregistered). Ke-
tiga faktor tersebut yang menjadikan profesi
PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur
dan tidak terdaftar.

Upaya memberikan perlindungan hukum
terhadap perempuan sebagai PRT, dapat dila-
kukan melalui perlindugan hukurn aspek HAN (
UuUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Ta-
hun 2000 Pengesahan ILO No. 182, UU No. UU
Mo. 7 Tahun 1984 {CEDAW) serta Konvensi ILO
Mo, 189 dari aspek hukum Pidana ada dalam
KUHP, sedangkan perlindungan dari aspek hu-
kum Perdata, KUHPerdata, UU No. 23 Tahun
2004 tentang KDRT, UU No. 1 Tahun 1979 ten--
tang keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Saran

Keberadaan PRT di Kota Palembang dari
tahun ke tahun meningkat jumlahinya. Hal ini di-
sebabkan perkembangan Kota Palembang yang
sedang berubah menjadi Kota Metropolitan. Me-
ningkatnya pembangunan dan perkembangan
tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan
perangkat hukum yang ada, karena sampai saat
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